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PEMERINTAH KOTA I,*'!O-IOKERTO

BADAN PENELITIAN DAN PNNGEi!]MAruGAI{
(BALITBA N G )

Jl. Benteng pancasita No. 23.A Tetp. (0321) 32g101
Emait : balitbangkotamojokerto@)yahoo co,id

Nomor : 07414a- tqfi.,q}Sl2irc

Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Pebruari 'lahun Dua Ribu Ettarn lJelas, kami
yang berranda tangan di bawah ini :

Nama Kegiatan

Nama Pekerjaan

Lokasi

Tahun .,\ngurran

Kode Kegiatan

Kode Rekening

\ama
\IP
-lalaran
iiamat

Nalna

Jalrltrrr

Jasa Konsultan Penelitian dan pengembangan Bidang penrerintahan,

Politik dan Kemasyarakatan

Peranan Aparat Pengawasan Intern pemerintah (Aplp) Dalam Mewujudkan
Pemerintah Daerah Yang Clean And Cood Coverment:.-

Kota Mojokerto.

20r6

1.20.1 .20.06.28,04

5.2,2,2t.0t

: Drs. DJOKO SUHARRYANTO
: 19600616 198509 1 003
: Kepala Badaa Penelitian Dan pengembangan Kota Mojokerto
: Jl. Benteng Pancasila No. 23 A Kota Mojokerto

Selaku Peniabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana ditetapkan dengan l(eputusan pengguna

AnggaraniKuasa Pengguna Anggaran 2016 Nomor: lgg.45/011417.40512016 Tanggal : 4 Januari
2016 tentanl l)enunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan penelitian dan pengembangan

Kota lr{ojc;i<c|to Tahun 2016 selaku PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pe,elitian 1'e,tang
Peranan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dalanr Mer.r,rljurcllcan iremerilta6 Daerah
Yang Clearl And Good Government, maka dengan ini mengaclal<an ikatan lcer.iasama clengan :

: Prof.Dr.Ach. FAT'CHAN, M.pd.Mp

: Ketua LP2M Universitas Negeri Malang

Alutiutt : Jl. Seinarang No. 5 Malang

Dalanr hal ini bertindak atas nama LP2M Universitas Nege.ri Malang. clan selanjutnya ciisebtrt
PIHAK KIIDT]A.

Dengan ini kecir'ra belah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian l(eriasama, dalam rangka
pelaksanaan kegiatan Peranan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Alrlp) Dala#lvlewujudkan
Pemerintah Daerah Yang clean And Good Govemment, clengan ketentuan-keteptuan sebagai
berikut : '; t



i.

2.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah Perjanjian dimana PIHAK

PERTAMA mengikat PIHAK KEDUA sebagaimana pula PIHAK I(EDU,\ telah sepakat

untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perpnjian Kerjasama ini;

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani berdasarl<an kesepakatan Pil-lAK PEI1TAMA
1

dan PII-IAK KEDU,A tanpa ada unsur paksaan;

Pasal2

RUANG LINGKUP PEKBIT.IAAN

1. PIIIAI( PERTAMA mengadakan kerjasama dengan Pil-lAK KIIDUz\, dengan i:uang tingkup

pekerjaan, sebagai berikut :

a, Melaksanakan survey pendahuluan

b. Menggali data yang berkaitan dengan Penelitian Peranan Aparat Pengawasan Intern

pemerintah (APIP) Dalam Mewujudkan Pemerintah daerah Yang Clean And Good

Government

c. Membuat laporan - Iaporan secara periodic berupa laporan pendahuluan <Jan Iaporan

akirir sebagaimana telah ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

Pasal 3

IANGKA WAKTU PELAKSANAAN PBKIIRJAAN

1. Pr:l:tilrrnaan pekerjaan penelitian dilaksanakan dalam waktu 157 l-lari l<alerrcier terhitung

sejal< clitandatanganinya Surat Perjanjian Kedasama oleh PIHAK PERTAMA dan PIi-lAK

KIIDUA atau sejak tanggal 26 Pebruari 2016 s/d tanggal 31 Juli 2016.

2. Perianjian Kontrak tersebut berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak

yang bersan*tutill:

1.

Pasal4

KEWAJIBAN PIHAK I(EDUA

Sesuai dengan Perjanjian Kontrak, PIHAK KEDUA wajib rnelaksanakan menyelesaikan dan

rnentperbaiki pekerjaan dengan ruang lingkup sebagaimana telah diatur pada Pasal 2 diatas,

Menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepacla PIFIAK PIIRTAI&A sesuai dengan

biltas waldu yang telah ditetapkan pada pasal 3 diatas. i i
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, Pasals

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) PIHAK PERTAMA menjamin kelancaran pelaksana*an pekerjaan plH,AK KEDUA di
lokasi pekerjaan, penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana yang dinyatakan
dalam Surat perjanjian Kerjasama.

(2) Membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan
pekeriaan berdasarkan kemajuan penyelesaian pekerjaan/kegiatan sebagaimana
yang diatur daram pasar 7 surat perjanjian Kerjasama ini,

Pasal 6
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PEKERJAAN

(1) Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan ini akan dilakul<an olelr pIHAK
PERTAMA atau PIHAK LAIN yang ditunjuk oleh Ptt-tAK pERTAMA dalam hal ini
adalah 'l-im Teknis/ Tim penerima Hasir Fekerjaan.

(2) PIHAK KEDU'A harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perintah/petunjuk
Pll"'lldK PHRTAMA dan atau PTHAK LAIN yang clitunjuk menurut batas-batas yang
telah citetapkan dalam Surat perjanjian Kerjasama ini,

Pasal 7
BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

(1) Jumlah nilai Perjanjian Kerjasama untuk pekerjaan penelitian peranan Aparat
Pengawasan lntern'Pemerintah (APIP) Dalam Mewujucikan pemerintah Daererh yang
Clean Arid Good Government adalah sebesar Rp. 70.000,000,- (Tujuh pulurh juta
rupiah).

(2) Pajak-pajak yang timbul akibat perjanjian ini, ditanggung oleh ptHAK KEDUA,
(3) Biaya pelaksanaan pekerjaan ini dibebankan pada sumber dana ApBD Kota

Mojokerto Tahun Anggaran 2016.

Pasal B

CARA PEMBAYARAIV

(1) Pelakanaan pembayaran pekerjaan Penelitian peranan Aparat pengawasan lntern
Pemerintah (APIP) Dalam Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Cleap And Good
Government dilaksanakan dalam 2 (dua) kali pembayaran melatul Bencjahara
Pengelrtaran pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota lvlojqkerto dengan
Prosedur LS.



(2) Plt'l/'{'K 'KEDUA dapat menerima pembayaran sebesar Rp, 28.000.000,_
(dua puluh delapan juta rupiah) atau 40 % dari pagu Anggaran setelah taporan
pendahuluan' dan kemajuan pekerjaan telah mencapai 4a % (empat puluh persen)
hasil pekerjaan' Diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA dan dinyatakan dalam
Berita Acara penyerahan Laporan Hasir peraksanaan pekerjaan,

4b ' /Y)) ' // 'ry
(3) PIHAI( KEDUa dapat menerima pembayaran sebesa, Rp:, ,?.ioo,oo0,- ( tujuh puruh

juta).atau 100 % dari Pagu Anggaran setelah Laporan Akhir dan l<emajuan pekerjaan
telah mencapai 100 % (seratus persen) hasil pekerjaan diterima dengan baik oleh
PIHAK PERTAMA dan dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan Laporan Akhir l.{asil
Pelaksanaan pekerjaan.

pasal 9
CARA DAN SYARAT-SYARAT PENYERAHAN PEKERJAAN

(1)Apabila pekerjaan

Pendahuluan, Draft

mengajukan secara

pekerjaan dengan

dana

(2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud parJa ayat (1) pasal ini, maka pIHAK
KE$UA alsan menyusun Berita Acara serah rerima Hasir pekerjaan.

telah mencapai 100 o dengan diserahkannya Laporan
Laporan Akhir dan Laporan Akhir, maka prHAK KEDUA berhak
tertulis kepada prHAK PERTAMA, untuk merakukarr serah terima

melampirkan Laporan peraksanaan pekerjaan dan penggunaan

terladi diluar

Kontrak atau

(1) pasal ini

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

(1) Yang dimaksud daram "Keadaan Kahar,, adarah suatu keadaan yang
kehendak kedua berah pihak, sehingga kewajiban yang ditentukan daram
Surat Perjanjian ini menjaditidak dapat dipenuhi.

(2) Yang digolongkan "Keadaan Kahar,, sebagaimana cJimaksucr pada ayat
adaii,iir

a. Pei:rerangan

b. Kerusuhan

c. Revolusi

d' Bencana alam : banjir, gempa bumi, gunung meretus, tanah rongspr, wabah
penyakit, dan angin topan

e. Pemogokan

f, l(ebakaran

g, Gangguan industri lainnya.

tltl
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(3) Apabila terjadi "Keadaan Kahar" PIHAK KEDUA lrarus rnemberitahukan kepada

PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas)

hari setelah terjadinya,,Keadaan Kahar,,.

(4) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA tersebut, niaka PIFIAK PERTAMA dapat

menyetrrjui atau menolak secara tertulis adanya 'i(eacJaarr l(ahar" itu daiam jangka

waktu 3 x24 jam sejak diterimanya pemberitahuan sBbagaimana dinraksucl pada ayat

(3) pasal ini.

(5) Jika dalam waktu 3 x24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada

PIHAK PERTAMA tentang "Keadaan Kahar" tersebut tetapi PIHAK PERTAMA tidak

memberikan jawabannya, maka dianggap tidak menyetujr,ri "Keadaan Kahar"

tersebut.

Pasal 11

AMANDEMEN PERJANJIAN

(1) Amandemen perjanjian harus dibuat dan disetujui oleh PIHAI( PERTAMA dan PIHAK

KEDUA apabila terjadi perubahan kontrak.

(2) Perubahan perjanjian dapat dilakukan apabila :

a. Perulrahan pekerjaan yang disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sehingga merubah ruang lingkup pekerjaan

dalam perianjian.

b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan.

c. Perubahan harga perjanjian akibat adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan dan

pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 12

SANKSI

(1) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tetah

ditetapkan dalam pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama ini, nraka PIHAK KEDUA

dirverjibkan untuk mengembalikan dana kepada PIHAK PERTAMA setelah

rne mperhitungkan kewajiban-kewajiban yang telah dilaksanakan oleh PIFIAK

KEDUA.

(2) Pasal ini tidak diberlakukan dalam keadaan Kahar, sebagaimana dimaksud pada

pasal 10 Surat Perjanjian Kerjasama'ini.

ta {!



o'

' ,'

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISI HAN

(1)Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka pada

dasarnya diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat,

(2) Jika ttdal< mendapatkan penyelesaian yang layak darlnrernuaskan kedua lrelah pihak,

maka akan diselesaikan oleh "Panitia'Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit,

dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, terdiri dari 3 (tiga) anggota :

a. 
'seorang 

wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota

b, Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota

c. Seorang ahli sebagai ketua, yang dipilih dan disetLrjui oleh kedua belah pihak.

(3) Keputusan "Panitia Pendamai" akan mengikat kedua belali pihak, dan biaya

penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan dibebankan secara bersama kepada

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

( ) Jika keputusan sebagaimana pada ayat (3) pasal ini tidak dapat diterima oleh salah

satu pihak atau kedua belah pihak, ma.ka perselisihan tersebut akan diteruskan melalui

Pengardilan Negeri setempat.

Pasal 14
KETENTUAN HUKUM

Untuk kepentingan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk

tidak rnengikuti pasa '1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 15

DOMISILI

Terhadap segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan Pelterjaan ini, kedua belah pihak

telah memilih kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di wilayah hukum Kantor

Pengaclilan Negeri Mojokerto.

PASAL 16

PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur

, bersama kemudian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
(2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan atas l<ehendak dan itikad baik

seluruir pihak yang terlibat dan berorientasi pada tercapainya mrsi dan tujuan

kegiatan. I
(3) Surat Perjanjian Kerjasama berlaku setelah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA

' dan PIHAK KEDUA. :, I



(4) Surat Perjanjian Kerjasama clibuat dalam rangkap 2 (dua), cJimana pada rangkap 1

(satu) untuk PIHAK PERTAMA dan rangkap 2 (dua) untr-ik PIHAK KEDUA dan
ditandatangani diatas materai Rp. 60OO sesuai keperluan rnasing-masing yang
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

' ,*.

(5) Untuk keperluan administrasi Surat Perjanjian ini clapat digandakan sesuai dengan
kebutuhan.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat untul< dipergunakan sebagaimana
mestinya.

, PIHAI( I(EDUA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN

C ffii.H*#r:ffiHffi;fr^ryH

PIHAK KESATU

-ffi
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

ADAN TItNEI,ITIAI\ DAN
N I{O'I'A MOJOI(ERTO

SUTIARRYANTO
enrbil"ra Utama Mucla

NlP, 19600616 19ti5091 003
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